BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

ROMOR I TAHUN 2018
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Menimbang:

Mengingat

SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

bahwa berdasarkan Surat dan Kepala Biro Organisasi
Sekretariat Dagrah. Provinsi Riau Nomor : 060/ORG/XII/ 138
Tanggal 21 Desember 2018 Hal : Persetujuan Hasil Perhitungan
Indikator Teknis Fembéntukan Unit Kerja Pengadaan
Barang/jasa;

bahwa dalam rangka evaluasi terhadap Peraturan Bupat
Indragiri Huiu Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, sata Tata Keija

Sekretariat Daerah Kabupaten Indragii Hulu perlu dilakukan

penyempurnaan;

balwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat
{1)Peraruran Daerah Kabupaten Indraginn Hulu Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Indragin Hulu disebutkan keteéntuan mengenal
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peranturan
Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Seta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerak Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat 0 Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-
Undang Momor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2754);

2. Undang-Undang ...



Menetapkan

2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 téntang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234,

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 temtang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomer 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabhun 2016 Nomer 114, Tambahan Lermbaran
Negara Republik indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomeor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
d  Lingkungan  Pemerintah  Daerah Provinsi  dan
Kabupaten/Kota.

7.Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Indragini Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

BAE I
HETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten Indragicd Huly;
Bupati adalah Bupati Indragini Hulu;

1.
2,
3.

ok

Pemerintat

Daerah adsalah Bupati sebagal unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom:

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
Sekretariz Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Huly;

Fungsi adalah jabatan (pekerjaan) vang dilakukan dan tugas yang telah

ditentukan;

7. Tugas...




(1}
(2)

(1)

Tugas adalah kewajiban atau suatu pekerjaan teknis yang harus dikerjakan
sesegrang dalam pekerjaannvsa;

Staf Ahli adelab Staf Ahi Bupati Indragiri Hulu;

Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Indregiri Huly;

Bagian adalah Bagian di Sekretanat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;

BAB I
KEDUDUKAN

Pasal 2

Sekretariat Daerah adalah unsur Staf Pemerintah Daerah;
Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah vang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

BAB II1
SUSUNAN ORGANISAS]

Pazal 3

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
a  Sekretaris Daerah;
b Asisten Pemerintahan, membawahi dan mengkoordinasikan :
1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi:
a) Sub Bagian Otonomi Daerah:;
b Sub Bagian Pemerintahan Umum;
¢ Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan,
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
a} Sub Bagikn Agama, Kesbangpol KB, dan Pemberdavaan
Perempuan;
B Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat;
¢ Sub Bagian Pendidikan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.
3. Bagian Pertanahan, membawahi
a) Sub Bagian Pemetaan dan Pengukuran;
I3 Sub Bagian Fasilitasi Penyelesaian Pertanahan;
] Sub Bagian Penataan Penguasaan dan Pengelolaan atas Tanah
4. Bagian Pemerintahan Desa, membawahi:
a)] Sub Bagian Bina Pemerintahan Desa;
W Sub Bagian Penataan Desa;
¢ Sub Bagian Peningkatan Kapasitas dan Perangkat Desa.
¢ Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi dan
mengkoordinasikan :
1. Bagian Sumber Daya Alam, membawah:
2 Sub Bagian Kehutanan;
b Sub Bagian ESDM;
¢ Sub Bagian Lingkungan Hidup.
2. Bagian Perekonommian, membawahi:
a) Sub Bagian Sarana dan Prasarama Perekonomian,
by Sub Bagian Produksi Daerah;
¢ Sub Bagian Pengembangan Ekonomi Daerah

3. Bagian ...



d,

3. Bagian Administrasi Pemmbangunan, membawahi:
a) Sub Bagian Program;
b Sub Bagian Pengendalian;
¢§ Sub Bagian Adminjsirasi Pembangunan.
4. Unit Kerja Pengadaan Barang dan .Jasa, membawahi:
a Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
b Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
¢ Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/.Jasa.
Asisten Administrasi Umum, membawahi dan mengkoordinasikan :
1. Bagian Organisasi, membawahi:
a) Sub Bagian Kelembagaan;
b} Sub Bagian Tata Laksana;
¢ Sub Bagian Analisa Jabatan.
2. Bagian Hukum, membawahi:
a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan
b Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
d Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama.
3. Bagian Umum, membawahi:
a) Sub Bagian Umum;
b Sub Bagian Rumah Tanggs;
cd Sub Bagian Keuangan.
4. Bagian Protokoler, membawahi:
8 Sub Bagian Acara Tamu dan Hubungan amtar Lembaga;
b] Sub Bagian Tata Usaha Kepala Daerah;
¢} Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Kepala Daerah

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah scbagaimana terlampir dan
merupakan bagian yvang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SEXRETARIAT DAERAH

FPasal 4
Sekretariz Daerah

(1} Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan
kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas
Peranghat Daerah serta pelavanan administranf.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1],
Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:

acgp
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Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daeral;
Pemantauan dan evaluasi pelaksarman kebijakan Daerah;

Pelayanan admirustratif dan pembinaan aparatur Sipil negara pada instansi
Daerah; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinva.

(3] Tugas Sekretaric Daerah sebagai berlus :

a,

Mengkoordinasikan, Membina dan Mengarahkan Pelaksanaan tugas
bawahan di Lingkungan Bagiamn;

b, Menyusun dan merumuskan kebijakan Dsaerah;

c.

Mengkoordinasikan perumusan kebijakan Daerah;

d. Mengkecordinasikan ...
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(2)

(3)

d. Mengkeoordinasikan perumusan kebijakan bidang Sosial, Pemerintghan,
Dokumentasi dan Informasi serta Penunjang urusan pememerintahan;

€. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan bidang perekonomian dan
pembangunan, bidang lingkup SDA (sumber daya alam), perekonomian,
petigembangan infrastruitur dan pengadaan Barang dan jasa;

f. Melaksanakan pembinaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan
prasarana Zemerintah Kabupaten;

g Mengkoordinasikan  penyeienggaraan pemerintahan dan  memantau
perkembangan penyelenggaraan pemerintahan;
Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan dan memantau
perkembangan penyelenggaraan pembangunan dan perekonomian;

i. Mengkoordinasikan dan mengendalikan perkembangan penyelenggaraan
pembinaan kemasyarakatan;

jo Membina apararur sipil negara pada instansi Daerah terkait dengan
mengkoordinasikan Layanan Administrasi pada Sekretariat
Daerah Perencanaan dan Keuangan pada Sekretanat Daerah. pembinaan
dan pengembangan organisasi, pembinaan dan fasilitasi produk hukum;

k. Melaksanskan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Bupati untuk
mendukung kelancaran melaksanakan tugas.

Bagian Kesatu
Asjsten Pemerintahan

Pasal &

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam
perumusan  kebijakan, koordinasi pelaksanaan  program, pelayanan
administrasi, pemantauan dan evaluasi bidang pemerntahan umum,
kesejahteraan  rakyat, pertanahan, pemerintahan desa, pendidikan,
kebudaviaan, kepemudaan, pariwisata, olahraga, keschatan  sosial
pemberdayasn perempuan dan periindungan anak, pengendalian penduduk
dan KB, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan
masyarakar desa, ke tentraman, keterttban umum dan perlindungan
masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran, komunikasi dan informatika,
statistika dan persandian, perpustakaan dan kearsipan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1), Asisten

Pemerintahan mempunyvai fungsi:

Perumusan kebijakan bidang pemerntahan;

Pengkoordinasian pelaksanaan program bidang pemerintahan;

Pelavanan administrasi bidang pernerintahan;

Pemantauan dan evaluasi bidang pemerintahan;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

a Mengkoordinasikan, Membina dan Mengarahkan Pelaksanaan tugas
bawahan & Lingkungan Bagian:

b Merwnuskan kebijakan bidang pemerintahan urnum, kesejahteraan rakyat,
pertanahan, pemerintaban desa. pendidikan, kebudasaan, kepemudaan,
pariwisata, oclahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayvaan masyarakat desa,
ketentraman, dan ketertiban umum den perlindungan masyarakat sub
urusan bencana dan kebakaran, komunikasi dan informatika, statistika dan
persandian, perpustakaan dan kearsipan;

spogp

¢. Mengkoordinasikan ...




Mengkoordinasikan pelaksanaan program hidang pemerintahan umum,
kesejahteraan rakyat, pertanahan, pemerintahan desa, pendidikan,
kebudayaan, kepemudaan, pariwisata, olahraga, kesehatan, sosial,

pemberdayaan perempuan dan periindungan anak, pengendalian penduduk

dan KB, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan

masyarakat desa, ketentraman, dan ketertiban umum dan periindungan

masyarakar sub urusan hencana dan kebakaran, komunikasi dan
informatiks, statisika dan persandian, perpustakaan dan kearsipan;

Melaksanakan pelajanan adminisirasi bidang pemerintahan  umum,
kesejahterean rtakyat, pertanahan, pemerintahan desa, pendidikan,
kebuday raan, kepemudaan, pariwisata, olahraga. kesehatan, sosial,

pernberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk

dan KB, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan
masyarakat desa, ketentraman, dan ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran, komunikasi dan
informatika, statistika dan persandian, perpustakaan dan kearsipan:
Memantau den mengevaluasi bidang pemerintahan umum, keseiahteraan
rakyat, pertanahan, pemerintaban desa, pendidikan, kebudayaan,
kepemudaan, pariwisata, olahraga, kesehatan, sosial, pernberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB,
administrasi kependudukanr dan  pencatatan sipil, pemberdayaan
masyarakat desa, ketentramar, dan ketertiban umum dan perlindongan
masiarakat sub urusan bencana dan kebakaran, Kkomunikasi dan
informatika, statistika dan persandian, perpustakaan dan kearsipan;
Melaporkan kepade pimpinan hasil pelaksanaan tugas administrasi bidang
pemerintanan umum, kesejahleraan rakvat, pertanahan, pemerintahan
desa, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, pariwisata, clahraga,
kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuarn dan perlindungan anak,
pengendalian  penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman, dan
Leterfiban umum dan perfindungan Mmasyarakat sub urusan bencana dan
kebakaran, komunikasi dan informatika, statistika dan persandian,
perpustakaan dan kearsipan;
Melakukan koordinasi antara Asisten untuk keterpaduan pelaksanaan
tugas,;
Melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinva.

Pasal &

Asisten Pemerintahan, membawahi:

R L

Bagian Tata Pemerintahan,
Bagian Kesejahteraan Rakvar,
Bagian Pertanahan;

Bagian Pemerintahan Desa.

Paragral Pertama. ..




(1)
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(1)

(2)

Paragraf Pertama
Bagian Tata Pemerintahan

Pasal 7

Bagian Tata Pemerintaban dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyad

tugas melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, keordinasi, pengendalian

evaluasi kebipkan dan layanan administrasi di bidang penyelenggaraan
pelaksanaan Otonomi Daerab, Pemerintahan Umum dan Pembinaan,

Pemerintahan Xecamatan dan Kelurahan;

Dalarn menyelenggarakan tugas scbagaimana yang dimaksud pada ayat (i),

Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyvai fungsi:

& Penvusunan kebijakan teknis Bagian;

b. Penyelenggaraan program kerja Bagian;

¢ Pembinaan, pengkeordinasian, pengendaiian, pengawasan tugas Kepala Sub
Bagian,

d. Pemfasilitasian pelaksanaan program kerja bagian Tata Pemerintaharn;

e. Penyelenggaraan evaluasi tugas Kepala Sub Bagian.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai ‘tugas scbagai berikut :

& Menglkoordinasikan, Membina dan Mengarahkan Pelaksanaan tugas
bawahan d Lingkungan Bagian;

b. Melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan dan koordinasi & bidang
penyelenggaraan pelaksanazan Owonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan
Pembinaan Pemerintahan Kecamatan dan Keluraham;

¢. Melaksanakan evaluasi kebijakan di bidang penyelenggaraan pelaksanaan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Pembinaan Pemerintahan
Kecamatan dan Kelurahan;

d. Layanan administrasi di bidang penyelenggaraan Pelaksanaan Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum dan Pembinaan Pemerintahan Kecamatan dan
Kelurahan;

e Mengevaluasi tugas Tata Pemerintahan berdasarkan informasi, data, laporan
yang diterima untuk bahan penvempurnaan lebih lanjut;

f. Melaporkan pelaksanaan tugas Bagian Tata Pemerintahan kepada atasan
secara lisan maupun tertulis; dan

g Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal B

Bagian Tata Pemerintahan, membawahi:

a  Sub Bagian Otonomi Daerab;

©.  Sub Bagian Pemerintahan Umum,;

c. Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;

Sub Bagian Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang

mempunyai tugas sebagai berikut:

g Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perumusan kebijakan dan
pengkoordinasian kebijakan Pemerintah Daerah serta penyusunan bahan
pelaporan tugas di bidang Otonom: Daeraly

b, Melaksanakan penyvusunan program kerja serta Rencana Xerja dan
Anggaran (RKA) Sub bagian Otonomi Daerah mengacu kepada RPJMD dan
peraturan perundang-undangan vang berlaku;

c. Membuat Analisi Jabatan {ANJAB) kegiatan penvelenggaraan pemerintahan
di bidang Otonomi Daerah;

d Melaksanakan




(3)
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il.
O

Melaksanakan fasilitasi penyusunan bahan perumusan kebijkan dan

pengkoordinasian kebijakan di bidang Otonomi Daerah;

Melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pengumpulan bahan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {LPPD) dan Laporan

Penyelenpgaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan (LPPD-AM.)

kepada Pemerintah;

Menyusun Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemeriniahan Deaerah

}:I}LPPE}!! kepada masvarakat vang dimuat dalam Website Pemerintah
aerah;

Melaksanakan penyusunan telaahan Staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan di bidang Otonomi Daerah:

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

Melaksanakan ketatausahaan di bidang Otongmi Daerah:

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan tugas di

bidang Otonomi Daerah:

Memfasilitasi penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Skala

Kabupaten;

Melaksanakan tugas bin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalarn melaksanakan tugas dan fungsinya Sub bagian Otonomi Daerah

dibantu aleh:

Penigelola Data Urusan Otonomi Daerah;

Pengelola Data LPPD:

Pengelola. Data Kepegawaian Bagian Tata Pemerintahan;

Pengelola Ketatausahaan Keuangan Bagian Tata Pemerintahan:

Pengelola Data Aset Bagian Tata Pemerintahan;

Pengelola Bahan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Bagian

Tata Pemerintahan.

Membuat sonsep pedoman dan petunjuk teknis; dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinyva.
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Sub Bagian Pemermtahan Umum dipimpin oleh secrang Kepala Sub Bagian
vang mempunyai tugas sebagai berilaut:

a

b

Melaksanakan penyvusunan bahan fasilitasi perumusan kebijakan dan
pengkoordinasian kebijakan Pemerintah Daerah serta penvusunan bahan
pelaporan tugas di bidang Pemerintahan Umum;

Melaksanskan penymisunan program kerja dan Rencana EKerja dan
Anggaran [RKA) Sub bagian Pemerintahan Umum mengacu kepada RPJMD
dan peraturan perundang-undangan vang berlaku lainnya;

Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan teknis serta Standar Cperasional
Prosedur (S0P} kegiatan penyelenggaraan pemerintahan df bidang
Pemerintahan Umum;

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang
Pemerintahan Umum;

Mempersiapkan segala bahan dalam rangka proses pengangkatan dan
pemberhentian Bupatd dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan vang
berlaku;

Melaksanakan koordinasi Persiapan kegiatan pelantikan Bupati/ Wakil
Bupati sesvai ketentuan vang beriaku:

Mempersiapkan segala bahan dalam rangka proses pengangkatan dan
pemberhentian serta Pengganti Antar Waktu Anggota dan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah [(DPRD);

h Melaksanakan ...




(4)
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Melaksanakan fasilitasi penyusunan Laporan Keterangan Pertangpgung
Jawaban [LKPJ) Bupati dan LKPJ Akhir Masa Jabatan kepada DPRD;
Melaksanakan  penyusunan bahan  pengkoordinasian di  bidang
Pemerintahan Umum yang melipudi bidang pengawasan, tugas
pembantuan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat,
kependudukan, kesatuan bangsa dan politik;

Melaksanakan penyusunan telaahan Stal sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan di bidang Pemerintahan Umum;

Melaksanakan keoordinasi dengan unit kerja terkait;

Melaksanakan ketatausahaan di bidang Pemerintahan Umum;
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pemcusunan laporan tugas dj
bidang Pemerintahan Uriom:

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
Melaksanakan tugas dan fungsinya Sub bagian Pemerintahan Umum
dibantu oleh:

1. Pengelola Data Pemerintahan Umum,

2. Pengelola Data LKPj;

3. Pengelola Data Perangkat Daerah;

4. Pengelola Layanan Pengaduan;

Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan mengenai
langkah-langkah dan tindakan-tindakan wyamng perlu diambil di bidang
tugasnya;

Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis; dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kejurazhan, dipimpin gleh
seorang Kepala Sub Bagian vang mempunyai tugas scbagai berikut :

a

Melaksanakan penyusunan baban fasilitasi perurnusan kebijgkan dan
pengkoordinasian kebijakan Pemerintah Daerah serta penyusunan bahan
pelaporan tugas di bidang Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
Melaksanakan penyusunan program kerja dan Rencana Kerjg dan
Anggaran {RKA) Sub bagian Bina Pemmerintahan Kecamatan dan Kelurahan
mengacu kepada RPJMD dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku lainnya;

Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan teknis serta Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan penvelenggaraan pemerintahan & bidang Bina
Pemierintahan Kecarnatan dan Kelurahan;

Menyiapkarnn bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang Bina
Pemerintzhan Kecamatan dan Kelurahan;

Melzksanakan pembinaan kecamatan dan keluraban meliput kebijakan,
koordinas: dan fasilitasi pembentukan, pemckaran, penggabungan serta
penghapusan kecamatan dan kelurahan;

Menvusun kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan administrasi
kecamatan dan kelurahan;

Menvusun kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan
aset kecamatan dan kelurahan;

IMelaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKEK);

Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan  Pelayanan
Admimistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

Melaksanakan penyusunan telanshan Siaf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan di bidang Bina Pemerintahan Kecamatan dan
Kelurahar;

k Melaksanalkan ...




(1)

(2)

(3)

K. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
Melaksanakan ketatausahaan di bidang Bina Pemerintahan Kecamatan
dan Kelurahan:
m. Melaksanaksn monitoring, evaluasi dan peIvusunan laporan tugas di
bidang Bina Pemerintahan Kecamatan damn Kelurahan;
n.  Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sub bagian Bina Pemerintahan
Kecamatan dan Kelurahan dibantu oleh:
1. Pengelola Data Monografl Kecamatan dan Kelurahan;
2. Pengelola Data Perangkat Kecamaran dan Kelurahan.
0. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan mengenai
langkah-langkah dan tindakan-tindakan vang periy diambil di bidang
tugasnya;
Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis: dan
Melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan oleh pimpinan  sesuai
dengan iugas dan fungsinya.

=
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Parugraf Kedun
Bagian Kerejahterann Rakyat

Pasal 9

Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oieh seorang Kepala Bagian yang

mempunyeal tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian dan penyiapan

rancangan kebijakan dibidang agama, sosial, pendidikan, kesehatan. tenaga

kerja dan transmigrasi, keluarga berencana dan pemberdayvaan perempuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian

Kese jahteraan Rakvat mempunvai fungsi:

& Penyusunan kebijakan teknis Bagian;

b. Penyelenggaraan program kerja Bagian;

¢ Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas Kepala Sub
Bagian;

d. Pelaksanaan program kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat;

€. Penyelenggaraan evaluasi tugas Kepala Sub Bagian;

f. Penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnva.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakvat mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan pelaksanaan ‘tugas
bawahan di Lingkungan Bagian;

b. Mengkoordinasikan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan
fransmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan agama;

€. Merencanakan program kerja meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sosial,
tenaga kerfa dan transmigrasi, pemberdavaan perempuarn, keluarga
berencana dan agama berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

d. Memfasilitasi pelaksanaan program Kkerja kebijakan pengembangan sarana
peribadatan, pendidikan agama dan lembaga-lembaga keagamaan,
kerukunan beragama, pemvelenggaraan dakwah-dakwah agama dan
koordinasi penyelenggaraan ibadah haji

€. Memfasilitas{ pelaksanaan program kerja pemberian bantuan sosial dan
kepiatan pelayanan sosial

f. Memfasilitasi pelaksanaan program pengurus utamaan jender dan keluarga
bencana;

g Mengatur ..




(1)

(2}

Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tuges dapat
diselesaikan sesuai dengan sasaran vang telah ditetapkan,

Memfasilitasi dan asistensi tugas administrasi kesejahteraan rakyvat dengan
cara konsultasi, kunjungan kera. sosialisasi dan bimbingan teknis;

Mengevaluasi tugas administrasi kesejahteraan rakyat berdasarkan

informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih
lan jut;

Mef]aporkan pelaksanaan tugas Bagian Administrasi Kesajahteraan Rakyat
kepada atasan secara lisan maupun tertulis;

Membuat konsep pedoman dan petunjuk tekmis;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Bagian Kesejahteraan Rakyat, meémbawahi :

.

Sub Bagian Agama, Kesbangpol, KB dan Pemberdayaan Perempuan;

b. Sub Bagian Sosial dan Teraga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat;

C.

Sub Bagian Pendidikan, Keschatan Pemuda dan Olahraga.

Sub Bagian Asama, Kesbang Pol, KB dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian vang mempunyai tugas sebagai berikut :

a

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan
teknis pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan agama, Kesbang Pol, KB dan Pemberdayaan
Perempuas;

Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi yang
berhubungan dengan bidang agama, Kesbang Pol, KB dan Pemberdayaan
Perempuan; .
Menyviapkan baban penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk.
telknis di bidang agamsa, Kesbang Pol KB dan Pemberdayaan Perempuan
serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalaly

Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
bidang agama, Kesbang Pol, KB dan Pemberdayaan Perempuan serta
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

Melakukan koordinasi defigan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan.
bidang tugasnya dalam rangka Kkelancaran pelaksanaan tugas; .
Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembina
dan pengembangan sarana peribadatan dan pendidikan agama serfa
lembaga-iembaga keagamaan;

Menyiapkan bahan penyusunan pemberian bantuan terhadap usaha
masvarakat df bidang usaha peribadatan, pendidikan agama dan lembaga-
lembaga keagamaan;

Menyviapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang
cara-cara pembinaan dan pengembangan agama serta peningkatan
kehidupan dan kerukumnan beragama;

Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi pemrelenggaraan dakwah-
dalowah agama serta kegiatan agama lamn) ma;

Menyiapkan bahan penvustnan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
dan pelaksanaan ibadah haj;

k Menyiapkan ..
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oleh
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Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi penyelenggaraan di bidang
perjalanan, asrama dan urusan lain-lain sesuai dengan ketentuan vang
berlaku serta melakukan usaha-usaha dalam rangka membantu
kelancaran pelaksanaan ibadah ha I

Menyiapkan bahan penvusunan rencana pedoman dan program dalam
rengka pemberian bantuan terhadap usaha masvarakar df bidang
keagamaan:

Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
dan pengembangan di bidang keagamaan;

Melaksanakan tugas-tugas kin yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinva.

Bagien Sosial dan Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masvarakat dipitnpin
seorang Kepala Sub Bagian yang mempunsai tugas sebagal berikut:
Mengkoordinasikan, wmembina dan mengarahkan pelaksanaan tugas
bawahan di Lingkungan Bagiamn;

Menghimpun dan meinpelajari peraturan perundang-undangan
kebijaksanaan teknis pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lainnva yang berhubungan dengan bidang sosial dan Tenaga Kerja dan
Pemberdayaan Masyarakart;

Mencari, mengumpulkan, mengolah data dan informasi yang berhubungan
dengan  kegiatan pelavanan sosial masvarakat dan Pemberdavaan
Masyarakat,

Melakukan koordinasi dengan wunit kerja/finstansi sesuai dengan bidang
tugasnya calam rangka kelancaran tugas;

Menyiapkan baharn-bahan dalam rangka penyusunan petunjuk pembinaan
dan pengembangan kegiatan sosial dan tenaga kerja serta bantuan
pelayanan sosial;

Menyiapkan bahan dalam rangka penyvusuman rencana dan program
pemberian bantuan terhadap usaha-usaha masvarakat;
Mengkoordinasikan pelaksanasan bantuan kepada Badan Sosial dan korban
bencana alam bersama instansi terkair ggar pelaksansan tepat dan cepat
sesual saserannys;

Menyiapkan bahan koordinasi, administrasi, sarana dan prasarana
bersama irstansi terkait dalam rangka pemberian bantuan daiam rangka
petabinaan kelusrga veteran, PWR, Pejtang 45 (Kabupaten Indragiri Huhi)
dan hari-hari bersejarah nasional:

Menyiapkan bahan-bahan administrasi perizinan terhadap kegiatan-
kegiatan organisasi sosial pertun jukan-pertun jukan, undian dan pasar
malarn sesuai dengan pedoman dan petunjuk serta peraturan yang
berlaku;

Menghimpun, mengolah data, pembinaan, memberikan bantuan kepada
suku terasing yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu;

Menyviapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
pemberian izin atau rekomendasi stiker, pendirian rumah sakit, klinik
bersalin, balai pengobatan dan sarama lainnya vang dikelola oleh
pemerintah dan organisasi swasta;

Menyiapkan bahan penvusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan/pengembangan di bidang Pendidikan Luar Sekolah, LPM,
Keluarga Miskin/Kurang Mampu, anak terlantar dan orang tua terlantar
(jompo] dan lathan kerja bagi generasi muda dan umum:

Membuat konsep pedoman dan petun juk tekmis:

Menilai hasd pelaksansan tugas bawahan sesuai dengan Sub Bagian;
Melaksanakan tugas-tugas kin vang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugss dan fungsinya;

(4) Sub Bagian ...




(4)Sub Bagian Pendidikan, Kesehatan Pernuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang

(1)

(@)

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut :

8.  Mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas
bawahan di Lingkungan Bagian,

b, Menghimpun dan  mempelajai  peraturan  perundang-undangan,
kebijaksarasn teknis, pedoman dan petunjik teknis serta bahan-bahen
lainnya yang berhubungan dengan Pendidikan, Kesehatan Pemuda dan
Olahrags;

¢.  Menghimpun dan mengolah data yang berhubungan dengan bidang
Pendidikan, Kesehatan Pemuda dan Olahraga;

d. Menyiapkan bahan penyusunan kebtjaksanaan pedoman dan petunjuk
teknis di bidang Pendidikan, Kesehatan Pemuda dan Olahraga;

e Menginventarisasi permasalahan-pemasalahan vang berhubungan dengan
bidang Pendidiksn, Kesehatan Pemuda dan Olahraga serta menyiapkan
bahan pelaksanaan tugas;

f.  Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dengan bidangnya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

g  Menviapkan bahan penyusunan pedoman dan petuniuk teknis dalam
rangka mengkoordinasikan pelaksanaan penvuluhan di bidang Pendidikan,
Kesehatan, Pemuda dan Olahraga;

h.  Menyiapkan bahan dalam rangka perencanasn usazha-usaha untuk
meningkatkan Pendidikan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga vang ada
dalamn rmasyarakat;

L Menyiapkan bahan Pendidikan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dalam
rangka pen vusUnan rencana dan program sesual dengan bidang tugas;

j.  Menyiapkan bahan penyusunan pemberian bantuan terhadap usaha
masvarakat di bidang wusaha Pendidikan, Kesehatan, Pemuda dan
Olahraga;

k. Mengumpulkan baban penyusunan teknis program Pendidikan, Kesehatan,
Permuda dan Olahraga kepada generasi muda dan umum;

.  Mengumpulkan bahan penyvusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk

teknis di bidang Pendidikan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga kepada

generasi muda dan masyarakat;

Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis;

Melaksanakan tugas-tugas lan yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

BB

Paragraf Ketiga
Bagjan Pertanahan

Pasal 11

Bagian Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas
pokok melaksanakan pengkoordinasian dan penviapan rancangan kebijakan
bidang penyelenggaraan pertanahan, termasuk pengukuran, {asilitasi
penyelesaian pertanahan, penataan, penguasaan dan pengelclaan hak atas
tanah serta melaksanakan sebagian kewenangan di bidang pertanahan sesuai
dengan kewenangannnva berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana vang dimaksud pada ayat (1), Bagian
Pertanahan, mempunyai fungsi :

a Penvusunan ...




(3)

{1}

(2)

ogFp

a

b.

&

Penyusunan kebijakan tekmis Bagian Pertanahan;

Penyelenggaraan program kerja Bagian Pertanahan;

Pembinaan, pengkoordinasian, Pengendalian, Pengawasan tugas Kepala Sub
Bagian;

Penyelenggaraan evaluasi tugas Kepala Sub Bagian; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Bagian Pertanahan mempunyai tugas sebagai berikut:

Mengkoordinasikan, Membina, Mengarahkan Pelaksanaan tugas bawahan di
Lingkungar Bagian;

Memimnpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan bagian
pertanahan;

Mengarahkan, membina dan memberikan petunjuk keria kepada bawahan
supaya. tugas-lugas bagian pertanahan dapag dibagi habis dan terlaksana
dengan baik;

Menyiapkan rancangan kebijakan bidang penyelenggaraan pertanahan;
Memfasilitasi penyelesaian pertanahap, penataan, penguasaan dan
pengelolaan hak atas tanah;

Melaksanakan kewenangan di bidang pertanahan sesuaj dengan
kewenangannva berdasarkan peraturan dan perundang-undangan vang
berlakuy,

Mengevaluasi tugas bagian pertanahan berdasarkan mformasi, data, laporan
yang diteritma untuk bahan penyempurnaan lebih lan jur;

Mengevaluasi tugas bawahan, selanjutnya memberikan penilalan sasaran
ketja pegawail (SKP) kepada bawahan setiap akhir tahun;

Melaporkan tugas bagian pertanahan kepada atasan secara lisan maupin
tertulis;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Bagian Pertanahan, membawahy :

a.
b,
C.

Sub Bagian Pemetaan damn Pengukuran;
Sub Bagian Fasilitasi Penvelesaian Pertanahan:
Sub Bagian Penataan, Penguasaan dan Pengelolaan Atas Tanah.

Sub Bagian Pemetaan dan Pengukuran dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut -

a
b.

, L]

d.

s

Menyusun rencana kerja Sub Bagian Pemetaan dan Pengukuran;
Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan pemetaan dan pengukuran:
Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas bidang pemetaan dan
pengukuran;

Menyiapkan sarana dan prasarana tugas dalarn rangka menginventarisir
permasalahan vang berkaitan dengan pemetaan dan pengukuran;
Merencanakan Program kerja Inventarisasi hatas wilayah;

Merencanakan Program kerja fasilitasi penvelesaian Konflik batas wilayah
antar Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi:

Memfasilitasi Batas wilayah antar Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi;
Merencanakan program kerja fasilitas] inventarisasi penamaan Pembakuan
rupa bumi;

i Mengumpulkan ...




(3)

Men gumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengkoordinasian
bidang keb:jakan pemetaan dan pengukuran;

Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai bidang tugasnya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemetaan dan pengukuran;
Mengolah data untuk perumusan kebijakan bidang pemetaan dan
pengukuran:

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah di bidang pemetaan dan pengukuran;
Mengevaluasi tugas bawahan, selanjutnya memberikan penilaian sasaran
kerja pegawai (SKP) kepada bawahan setiap akhir tahun;

Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

Mengarahkan, membina dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahan
supaya tugas-tugas bagian pertanahan dapat dibagi habis dan terlaksana
dengan baik;

Menvampailtan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
Melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh pimpinan balk secara tertulis
maupun lisan sesusi dengan kewenangan, bidang tugas dan fungsinva
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

Sub Bagian Fasilitasi Penyelesaian Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut:

a
b.

C

Menyusun rencana kerja Sub Bagian Fasilitasi Penyelesaian Pertanahan;
Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan Bidang Fasilitasi Penvelesaian

Pertanahan;

Memberikan petunjulk teknis pelaksanaan tuges bidang fasilitasi
penyelesaian pertanghan;

Mengumpulkan bahan dalam rangkas pembinaan dan pengkoordinasian
Bidang Fasilitasi Penyelesaian Pertanahan:

Menerima, menelaah dan mengevaluasi laporan pengaduan sengketa ‘tanah
garapan,

Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan bidang fasilitasi penyelesaian
pertanahan;

Melaksanakan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah bidang fasilitasi
penyvelesaian pertanahan;

Menginventarisasi permasalahan-permasatahan yang berhubungan dengan
bidang fasilitasi penyelesaian pertanahan dan menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;

Melakukan koordinasi dengan unit kerjg terkait sesuai bidang tugasnva
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelsksanaan
kebijakan Pemerintah Daerah bidang fasilitasi penyelesaian pertanahan:
Mengevaluasi tugas bawahan, selanjutnya memberikan penilajan sasaran
kerja pegawai (SKP} kepada bawahan setiap akhir tahun;

Mengolah data untuk perumusan kebijakan bidang fasiiitasi penyelesaian
pertanahan;

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas:
Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis
mavupun lsan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

[4) Sub Bagian..




(4] Sub Bagian Penataan, Penguasaan dan Pengelolaan Atas Tamah dipimpin ocleh
seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas sebagai berikur

a

b.

.

el 1

Menyusun rencana kerja Sub Bagian Penataan, Penguasaan dan
Pengelolaan Atas Tanah;

Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan bidang Penataan, Penguasasn
dan Pengelolaan atas Tanah:

Melaksanakan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serts ganti
kKerugian tansh kelebihan maksimum dan tanah obsentee dalam daerah
kabupaten:

Merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan kegiatan Perencanaan
pemanfaatan dan pengendalian tata guna tanah serta pemberian izn
dibidang tata guna tanah;

Melaksanakan kegiatan proses penerbitan izin membuka tanah:
Melaksanakan kegiatan inventarisasi pencatatan dan pemanfaatan tanah
kosong, tarah terlantar, tamah ulayat dan tanah adat;

Melaksanakan proses sertifikasi aset tanah pemerintah daerah berdasarkan
usulan dari Perangkat Daerah terhadap aset tanah vang belum tersertifikas;
sesual dengan peraturan vang berlaku;

Memberikan informasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang
melaksanakan proses Pengadaan tamah dan ganti gl sesuai dengan
Peraturan yang berlaky;

Melaksanakan koordinasi proses ganti Tugi tanah yang diakibatkan adanya

pengadaan tanak untuk kepentingan umum:

Memberikan petunjizk teknis pelaksanaan  tugas bidang Penataan,
Penguasaan dan Pengelolaan atas Tanah;

Mengumpulkan bahan dabm rangka pembinaan dan pengkoordinasian
bidang Penataan, Penguasaan dan Pengelolaan atas Tanah;

Melaksanakan pengkajian kebi jakan Pemerintah Daerah bidang Penataan,
Penguasaan dan Pengelolaan atas Tanah;

Menginventarisasi Permasalahan-pertnasalahan yang berhubungan dengan
bidang Penataan, Penguasaan dan Pengelolaan atas Tanah;

Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai bidang tugasnya
dalam rangks kelancaran pelaksanaan tugas;

Melaksanakan pelayvanan administratif bidang pertanahan;

Melaksanalkan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan
kebijakan Pemerintah Daerah bidang Penataan. Penguasaan dan
Pengelolaan atas Tanah:

Mengolah data untuk perumusan kebijakan bidang Penataan, Penguasaan
dan Pengelolaan atas Tanah;

Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang Penataan, Penguasaan
dan Pengelolaan atas Tanah;

Mengevaluasi tugas bawahan, selanjumya memberikan penilaian Sasaran
Kerja Pegawszi {SKP) kepada bawahan setiap akhir tahun;

Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan:

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagat bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secarm tertulis
maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf Keempar,,




Paragraf Keempat
Bagian Pemerintahan Desa

Pasal 13

{1} Baghn Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan program dan petunuk teknis pembinaan dan
penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa, Badesn Permusvawaratan
Desa {BFD) perataan Desa dan fasilitasi penyelesaian batas Desa;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah mempunyaij fungsi sebagai berikut:

{2)

(3}

a
b.

15

Penyusunan kebijakan teknis Bagian:

Perumusan program kegiatan Bagian;

Penjabaran dan mengkaji peraturan  terbaru  untuk penvelesaian
permasalahan;

Penyiapan konsep kebijakan Bupat dan naskah dinas yvang berkaitan
dengan bidang pemerintahan Desa:

Pemfasilitasi  pelaksanaan Pemilthan Kepala Desa (Pilkades)] dan
Pemberitukan Badan permusyawaratan Desa (BPDj;

Pengkoordinasian pelaksanaan penataan Desa;

Pelaksanaan wmonitoting dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa dan Badan Permusyvawaratan Desa (BPD]);

Penyelenggarakan program teknis Bagian:

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas Kepala Sub
Bagian;

Pemnfasilitasi pelaksanaan program kerja. Bagian Pemerintahan Desa;
Penyelenggaraan evaluasi tugas Kepala Sub Bagian;

Kepala Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

2,

b

C.

Mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas
bawahan di Lingkungan Kantor;

Melaksanakan program kegiatan Bagian Pemerintahan Desa berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya;
Mensiapkan konsep kebijakan dan naskah dinas vang berkaitan dengan
bidang pemerintahan Desa;

Melakukan pembinsan terhadap Pemerintahan Desa seria berkerja. sama
dengan perangkac Daerah lainnya untuk melakukan evaluasi produk hukum
Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku;
Melakukan koordinasi dan memfasilitasi ‘terkait pelaksanaan pemilihan
kepala Desa (pilkades), pengisian perangkat Desa dan pernbentukan BPD
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa;

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Ppenataan Desa dan
penyelesaian batas Desa;

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyvelenggaran administrasi
Pemerintahan Desa;

Melaksanakan pembinaan, pengasvasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa:

Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan pembentukan BPD:

Melakukan pembinaan, pelatihan terhadap peningkatan dan pengembangan
kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD:

{ Melakukan ...
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Melakukann  monitoring  terhadap perkembangan penyelenggaraan
pemerintahan Desa;

Melakukan penilaian prestasi kerja bawahan;

Menyiapkan saran dan pertimbangan kepada pimpinan terkait bidang
tugasnya;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 14

(1) Bagian Pemerintahan Desa, membawahi:

a.
b.
od

Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan Desa:
Kepala Sub Bagian Penataan Desa;
Kepala Sub Bagian Peningkatan Kapasitas dan Perangkat Desa;

(2) Sub Bagian Bina Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang mempunyai tugas sebagai berikut:

a,
b

L

Eiks alsy
- L]

IEI.—"

Melaksanakan program kegiatan Sub Bagian Bina Pemerintahan Desa
berdasarkan ketentuan perundang-undangan vang berlaku

Menjabarkan perintah atasan tnelalui pengkajtan permasalahan agar
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yvang beriaku;

Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai brdang tugasnya;

Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian di bngloungan

Sekretariat Daerah, DPRD dan Instansi terkait untuk memperoleh data dan

informai yang optimal sesuai bidang tugasnva;

Menyiapkan bahan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,
petunjuk pelaksanaan dan perunjuk  teknis yang berkaitan dengan
pencalonan, pemithan dan atau pemberhentian Kepala Desa;

Melakukan pembinaan terhadap Perangkat Desa serta berkeria sama dengan
Perangkat Desa lainnya untuk melakukan evalasi Produk Hukum Desa
sesual dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Melakukan koordinasi dan memfasilitasi terkait pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa (pilkades), pengisian Perangkat Desa dan pernbentukan BPD
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa;

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penataar Desa dan
penyelesaian batas Desa;

Menyiapkan bahan fasilitas pelaksanaan pemilihan Kepala Dess;
Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
penyelenggai-aan pemilihan Kepala Desa dan pembentukan BPD;

Melakukan pembinaan, pelatihan terhadap peningkatan dan pengembangan
kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;

Menginventarisir data Kepala Desa dan BPD;

Melaksanakan pengkajan dan penelitian dalam rangka penyelenggaraan
pemeriniahan Desa;

Melakukan  monitoring  terhadap perkembangan  penyelenggaraan

pemerintahan Desa;

Menghimpun bahan dan menyiapkan materi tata cara pelapecran dan
pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa;

Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan Keputusan;

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan balk secara lisan
maupur tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

Melakukan penilaian prestasi kerja bawahan;

Melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang
tugasnya;

{3} Sub Bagian ...




{3} Sub Bagian Penataan Desa dipimpin okh segrang Kepala Sub Bagian yang
mempunyeai tugas sebagai berikut:

&

k

1.

Merumuskan program dan kegiatan Sub penataan Desa berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaan tugas pada tahun ialy terkait bidang tugasnya yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku:

Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar

pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yvang berlaky;

Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnyva;

Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian d lingkungan
Sekretariat Daerah, DPRD dan Instansi terkait untuk mempercleh data dan
informai yang optimal sesuai bidang tugasnva;

Menyiapkan bahan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penataan

Desa, meliputi pemekaran Desa, penghapusan dan penggabungan Desa,
perubahan status Desa sefla penataan batas Desa;

Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan penataan Desa dan batas Desa
guna kelancaran pelaksanaan tugas;

Meilaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap permasalahan yang

menyangkut bidang penataan Desa;

Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan fasilitasi
terkait pelaksanaan penataan Desa dan batas Desa sebagai dasar kebijakan
lebih lanjut;

Melaksanakan penilajan terhadap kinega bawahan melalui sistem yeng
tersedia sesuai ketentuan yang berlaku;

Membuat laporan pelaksanaan ugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan keputusan;

Menyampaikan saran dan pertimbangan Repada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaaran pelaksanaan tugas;
Melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang
tugasnya;

(4)Sub Bagian Peningkatan Kapasitas dan Perangkat Desa dipimpin oleh secrang
Kepala Sub Bagian yang mempunvai uraian tugas sebagai berikut :

a.

L

Merumuskan program dan kegiatan Sub Bagian Peningkatan kapasitas
Perangkat Desa berdasarkan hasil evaluasi tahun laiu, sebaga! sumber data
dan pedoman pelaksanaan kegiatan sesuaj dengan peraturan perundang-
undangan vang berlaky;

Menjabarkan perintah dan kebijakan arasan melalui pengks jian
permasalahan sesuai peraturan vang berlakuy, untuk Xkelancaran bidang
ugans;

Membagi tugas kepada bawzhan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan
maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dilingkungan
Sekretariat Daerah, DPRD dan Instansi terkait unituk memperoleh data don
informast yang optimal sesuai bidang tugasnya;

Menyiapkan bahan Rancangan Perahuran Daerah, Peraturan Bupati,
petunjuk pelaksanaan dan  petun juk ‘teknis yang berkaitan dengan
Perangkat Desa:

Menginventarisir jumlah Perangkat Desa;

Melakukan pembinaan, pelathan dan pengawasan terhadap peningkatan
kapasitas Perangkat Desa;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
pembinaan peningkatan kapasitas bagi Perangkat Desa;

i Membuat..




(1)

(2)

(3}

1 Membuat laporan pelaksanasn tugas kepada atasan dasar pengambilan
keputusan;

j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan ‘masukan gma kelancaran pelaksanaan
tugas;

k. Melaksanakan tugas kin yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang
Tugasnyva;

Bagian Kedua
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 15

Asisten  Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas ‘pokok
melaksanakan penviapan perumusan kebijaksanaan dan mengkoordinasikan
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan memantau
perkembangan di bidang perekonomian serta membina dan mengendalikan
pelaksanaan administrasi perekonomian dan pembangunan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada. ayat (1), Asisten

Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

a Perumusan program dan perunjuk teknis pembinaan administrasi
perekonomian daerah:

b. Perumusan program dan petunjuk teknis pembinaan administras
pembangunan daerah;

¢. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang
Permukiman dan prasarana wilayvah;

d. Perumusan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan di bidang
perindustrian, perdagangan serta pemberdayaan sarana perekonomian dan
peningkatan produksi daerah, pengembangan industri perdagangan dan
pariwisata.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai. tugas sebagai berikut ;

8. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perekonomian
dan Pernbangunan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. Mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan dalam rangka pembinaan di
bidang administrasi pembangunan, sumber daya alam dan perekenomian;

€. Mendistribusikan tugas dan memberi petun Juk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

d. Mengkoordinasikan perumusan rancangan kebijakan bidang administrasi
pembangunan, administrasi sumber daya alam, dan administrasi
perekonomian ;

€ Mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan
antar sektor, dan pemberian bantuan;

f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang administrasi dan pembangunan;
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan
kepada pimpinan untuk bahan penentuan kebijakan;

h. Melaksanakan tugas-tugas hin vang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 16 ...




Pasal 16

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
4. Bagian Sumber Daya Alam;

b. Bagian Perekonomian;

C. Bagian Administrasi Pembangunan:

d Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa .

Paragraf Pertama
Bagian Sumber Daya Alam

Pasal 17

(1] Bagian Sumber Dayva Alam dipitnpin oleh searang Kepala Bagian yang
mernpunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan sebagian tugas Sekretariat
Daerah dalam bidang kehutanan, energi dan sumber dayva tinerasl, serta

lingkungan hidup.

(2) Untuk melaksanakan fugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1}, Bagian

Surnber Dayva Alkm mempunyai fungsi:

a. Perencanaan, perumusan dan evaluasi kebijakan uwmum & bidang

kehutanan, energi dan sumber daya mineral, serta lingkungan hidup.

b. Penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebfjakan umum & bidang

kehutanan, energi dan sumber daya mineral, serta lingkungan hidup.

¢ Penyedisan data, informasi dan pertitbbangan dalam sistem pendukung
keputusan serta kebijakan umum di bidang kehutanan, energi dan surnber

daya mineral, serta lingkungan hidup.

d. Penyelenggaraan  koordinasi, peagendalian  dan  kerjasama  dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi administrasi di bidang kehutanan,

energl dan surnber daya mineral, seria lingkungan hidup.
Penyusunan kebijakan teknis Bagian;
Penvelenggaraan program kerja Bagian;

Bagiar;

Pelaksanaan program kerja Bagian Sumber Dava Alam;

Penyelenggaraan evaluasi tupas Kepala Sub Bagian;

. Penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya;

{3} Kepala Bagian Sumber Daya Alam mempunyal tugas sebagai berikut:
a

- N

Teniyy

Fembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, tugas Kepala Sub

Mengkoordinasikan, membina dan mengarabkan pelaksanaan tugas di

Lingkungan Bagian;
Menyusun kebijakan umum lingkup adminstrasi bagian sumber daya alam;

=3

c. Menyelenggarakan penyusunan rencana kera bagian sumber daya alam
yang melipuri bidang kebutanan, energl dan sumber daya mineral, serta

lingkungan hidup:

. Menyelengga:-akan pengolahan data dan informasi untuk bahsn perumusan

kebijakan umum pemerintah daerah dalam lingkup bagian sumber daya
alam;

e. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja

dalam lingkup bagian Sumber Daya Alans:

f. Menvelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atan

lembaga /organisasi terkait datam lingkup tigasnya;
& Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;

h. Memberi ...




(1)

(2)

Memberi petunjuk dan arahan kepada staf untuk kelancaran pelaksangan
tugasnya,;
Memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui

kesesuaiannya dengan rencana ketja;

Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan untuk mengetahui
Prestasi kerjanya dan sebagai bahen pembinaan karir,

Memeriksa konsep-konsep surat dinas vang diajukan oleh staf untuk
memperoleh konsep surat dinas yang bak dan benar:

Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan menyangkut bidang
sumber dava alam; dan

Melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan cleh pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnva,

Pasal I8

Bagian Sumber Daya Alam, memhbawahi:

a.
b.
c,

Sub Bagian Kehutanan:
Sub Bagian Energi Sumber Dava Mineral;
Sub Bagian Lingkungan Hidup.

Sub Bagian Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
mempunyal tugas sebagai berikut :

=8

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan staf untuk perencanaan,
perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantausn, evaluasi dan
pelaporan kebijakan serta fasilitasi, pembinaan teknis dan analisis kebi jakan
umuim lingkup kehutanan khusus pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan
Rava (TAHURA);

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dalam Hngkup
Sub Bagian kehutanan khusus pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya
(TAHURA};

Mengumpulkan dan mengolah basizs data dalam lingkup sub bagian
kehutanan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;

Menyiapkan bahan, mensyusun dan melaksanakan rencana kerja dalam
lingkup sub bagian kehutanan khusus pelaksanaan pengelolaan Taman
Hutan Raya (TAHURA) berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategl dan
program kerja Sekretariat Daerah:

Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum
dalam lingkup wurusan pemerintahan daerah yang meliput kehutanan
khusus pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Rava (TAHURAI;
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerjz dalam
lingkup sub bagian kehutanan khusus pelaksanaan pengeiolaan Taman
Hutan Raya {TAHURA);

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lzin danfatau
lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
Memberi petunjuk dan arahan kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan
lilgasnya;

Memeriksa hasil kerja stal dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui
kesesuaiannya dengan rencana kerja;

Mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tupgas staf berdasarkan
rencana kerja yang telah ditetapkan;

l Melaksanakan ...




(2}

(3)

I.

0.

Melaksanakan menitoring, evaluasi, dan menilaj prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistemn penilaian yang tersedia
sebagail cerminan penampilan kerja;

Membuat laporan pelaksanaan Wgas kepada atasan scbagai dasar
pengambilan kebijakan;

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sub Bagian Energi Sumber Daya Minersl dipimpin oleh secrang Kepala Sub
Bagian yvang mempunvai tugas sebagai berikur :

4.

.

B

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelaxanan staf untuk perencaniaan,
perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan serta fasilitasi, pembinaan teknis dan analisis kebijakan
umum lingkup energi dan sumber daya mineral;

Menyiapkan bahan perumusan kebi jakan 1eknis operasional dalam lingkup
sub bagian energi dan sumber daya mineral:

Mengumpulkan dan mengolah basis data dalam lingkup sub bagian energi

dan sumber daya mineral sebagai bahan pefnlyusunan rencana kegiatan;
Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan rencans kerja daiam
lingkup sub bagian energi dan sumber daya mineral berdasarkan sasaran,
kebijakan umum, strategi dan program kerja Sekretariat Daerah:
Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum
dalam lingkup urusan pemerintahan daerah vang meliputi energi dan
sumber daya rineral:

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam
lingkup sub bagian energi dan sumber daya mineral;

Menerbitkan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah;
Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau
lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnyva:

Mendistribusikan tugas kepada staf sesusai dengan bidang tugasnya;
Memberi petunjuk dan arahan kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan
tugasnys,;

Memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui
kesesualannya dengan rencana kerja;

Mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf berdasarkan
rencana kerja vang telah ditetapkan:

Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilatan yang tersedia
sebhagai cerminan penampilan kerja;

Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan schagai dasar
pengambilan kebijakan;

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun

tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

Melaksanakan tugas hin yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinsa.

Sub Bagian Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian vang
mempunyai tugas sebagai berikut :

et

Menviapkan bahan dan melaksanakan pelay -anan staf untuk perencanaan,
perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan serta fasilitasi, pemibinaan teknis dan analisis kebijakan
urnum lingkup Lingkungan Hidup:

b. Menyiapkan ...




(1)

(2}

(3)

b. Menyiapksn bahan perumusan kebijakan teknis operasional! dalam lingkup
suby bagian Lingkungan Hidup;

€. Mengumpulkan dan mengolah basis data dalam lingkup sub bagian
Lingkungan Hidup sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;

d. Menyiapkan bahan, menyusun den melaksanakan rencana keria dalam
ingkup Sub Bagian Lingkungan Hidup berdasarkan sasaran, kebijakan
umum, strategi dan program kerja Sekrerariat Daerah;

e. Menylapkan bahan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum
dalam lingkup urusan pemerintahan daerah yang meliputi lingkungan
hidup;

[ Melaksanakan monitoring, evajuasi dan pelaporan capaian ldnerja dalam
lingkup Sub Bagian Lingkungan Hidup;

g Melzksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau
lembaga forganisasi terkait dalam lingkup tugasnva;

h. Mendistribusikan tugas kepada staf sesyaj dengan bidang tugasnya;

i. Memben petunjuk dan arahan kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan
Tugastya;

J  Memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan saf untuk mengetahyl
kesesuaiannya dengan rencana kexja;

k. Mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf berdasarkan
rencana kerja yang telah ditetapkan;

Ll  Melaksanakan monitoring, evatuasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawzshan secara berkala melalui sistem penilaian vang tersedia
sebagal cerminan penampilan kerja;

m. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
Pengambilan kebijakan:

n. Menyampaikan saran dan pertimbangan Kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

0. Melaksanakan tugas lain vang diberikan atasan sestaj dengan tugas dan
fungsinya.

Paragraf Kedan
Bagian Perekonormian

Pazal 19

Bagian Perekonomian dipimpin oleh scorang Kepala Bagian yang mempunyai

tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijaksanaan dan penvusunan

pedoman dan petunjuk teknis perabinaan serta memantau dan  evaluasi

perkembangan disektor sarana dan prasana perekonomian, produksi daerah,

serta perkembangan produksi daerah.

Uniuk melaksanakan sebagaimana dimaksud avar (I) Bagian Perekonemian

mempunyat fungsi:

& Penyusunan kebijakan teknis bagian;

b. Penyelenggaraan program keria bagian;

c. Pembinaan, penigkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas kepala Sub
Bagian;

d. Pelaksanaan program kerja Bagmn Perekonomian;

e Penyelenggaraan evaluasi tugas Kepala Sub Bagian.

Kepala Bagian Perekonomian rmempuns rai tugas sebagai berikut:

a Mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan bawahan pelaksanaan
Wugas bawahan di Lingkungan lan;

b Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan perekonomian;

¢. Membinga ...
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Membina pelaksanaan Xegiatan administrasi perekonomian 4 bidang
sarana dan prasarana perckonomian, produksi daerah, dan pengembangan
ekonom: daerah;

Mendistribusikan tugas dan ‘memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan delam melaksanakan tugas;

Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dj bidang sarana dan prasarana
perekonomian, produksi daerah, dan pengembangan ekonomi daerah;
Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan
tugas;

Melaksanakan pengendalian perekonomian serta melakukan evaluasi
kegiatan lingkup tugas Bagian;

Melaksanakan  koordinasi, inventarisasi dan visualisai kegiatan
pembangunan serta penyerahan kegiatan sesuai dengan lingkup
kewenangannya;

Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian hasil pelaksanaan
kebijakan di bidangnya;

Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bagian Perekonomian;
Mengevaluasi tugas administrasi pemerintahan umum berdasarkan
informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurmaan lebih
lanjut;

Mela porkan pelaksanaan tugas Bagian Perekonomian kepada atasan secara
lisan maupun tertulis;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya,

Pasal 20

Bagian Perekonomian, membawahi:
& Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian;

hr
Ci

Sub Bagian Produksi Daerah;
Sub Bagian Pengembangan Ekonomi Daerah.

Sub Bagian Sarana dan Prasarama Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian vang mempunyai tugas sebagai berikut :

£

b.

|k

Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan
bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

Melakukan wusaha-usaha dan kegiatan dalam rangka peningkatan
Penanaman modal dan investasi:

Menghimpun dan mernpela jari Peraturan Perundang-undangan,
kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lamnya yang berhubungan dengan bidang lembaga keuangan, perbankan,
asuransi dan perusahaan daerah, pasar dan sarama perekonomian rakyat,
pelaksanaan dan penanganan promosi daerah;

Melakukan koordinasi pembmaan serta monitoring dan mengevaluasi
kegiatan dalam rangka peningkatan penanaman modal dan investast;
Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan mengenai
langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil d bidang
tugasnya;

Membagi tugss kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat
diproses lebih lanjut;

Memberi petunjuk dan arahan kepada staf untuk kelancaran pelaksangan
tugasnya,

h Memerikaa ..,
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Memeriksa hasil kerja staf dan menvelia kegiatan staf untuk mengetahui
kesesuaiannya dengan rencana kerja;

Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis:

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bagian Produksi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
mempunyai tugas scbagai berikut :

a

b.

i
)

Melakukan koordinasi petunjuk teknis pelaksanasn kegiatan dan
pembinaan serta monitoring dan evaluasi;

Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan petunjuk
teknis d bidang perindusmian (termasuk agro industri) perdagangan
(termasuk egri bisnis] den koperasi:

Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
bidang perindustrian (termasuk agro industri) perdagangan {termasuk agri
bisnis) dan koperasi;

Mengumpulkan/menyiapkan, mengolah data/bahan, menvusun pedoman
dan petunjuk teknis dan pembinaan di bidang perindustrian (termasuk agio
industri) perdagangan ({termasuk agri bisnis) dan koperasi:

Memberikan saran-saran dan pertimbangan Xkepada atasan mengenai
langkah-langkah dan tindakan-tindakan vang perlu diambil d bidang
tugasnys;

Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat
diproses letih lanjut;

Memberi petunjuk dan arahan kepads staf untuk kelancaran pelaksanaan
[ugasnya,

Memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui
kesesuaiannya dengan rencana kerja;

Membuat kensep pedoman dan petunjuk tekmis;

Melaksanakan tugas-tugas hin yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
gas dan fungsinya.

(4] Sub Bagian Pengembangan Ekonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut:

a.

Gt

Menghimpun dan rmempelajari peraturan perundang-undangan,

kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis vang berhubungan

dengan badan usaha daerah;

Melakukan koordinasi dengan umit kerja/instansi terkait sesuai dengan
bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
badan usaha daerah;

Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka fasilitasi penyusunan pedoman dan
petunuk teknis pembinaan Badan Usaha Daerah;

Memipersiapkan bahan perumusan pembentukar Badan Usaha Daerah;
Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan mengenai
langkah-langkah dan tindakan-uindakan vang perh: diambil d bidang
lugasnya;

Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat
diproses lebih lanjut;

Memberi pemunjuk dan arahan kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan

TUgasnva;

Mermeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahuy
kesesuaiannya dengan rencana kerja;

Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis;

Melaksanakan tugas-tugas kin vang diberikan oleh pimpinan sesual dengan
tugas dan fungsinys.

Paragraf Ketga ...
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Paragraf Ketiga
Bagian Administrasi Pembangunan

Pasal 21

Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Secrang Kepala Bagian yang

mempunyai tugas dan  pokok mempersiapkan rancangan kebijakan serta

pelayanan administrasi dslam Bidang Administrasi Pembangunan sertz
menyusun rencana dan program kerja pembinaan penyelenggaraan Bidang

Administrasi Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian

Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

a Penyusunan kebijakan teknis Bagian;

b. Penyelenggaraan program kerja Bagian;

¢ Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas Kepala Sub
Bagian;

d. Pemfasilitasian pelaksanaan program  kerja Bagian Pengembangan
Infrastruktur:

e. Penyelenggaraan evaluasi tugas Kepala Sub Bagian;

f. Penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Bagian Admmistrasi Pembangiman mempunyaj tugas sebagai

berikut :

a. Mengkoordinasikan rencana operasional kegiatan dan program kerja Bagian
Administrasi Pembangunan berdasarkan program dan sasaran yang telsh
ditetapkan sehagai pedoman kerja;

b. Menyiapkan bahan penvusunan pedoman dan petunjuk teknis serta
mengkoordinasikan penyusunan program kerja Administrasi Pembangunan
daerah dan bantuan pembangunan vang dikelola oleh daerah;

c. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengendalian evaluasi dan
pelaporan pelaksangan program pembangunarn;

d. Mengkoordinasikan penyiapan baban dan petunjuk teknis pembinaan
pelaksanaan akreditasi dan penentuan lokesi  hasil pelaksanaan
Administrasi Pembangunan:

€. Menyiapkan bahan Kkoordinasi pembinaan penyelenggarsan Administrasi
Pembangunan daerah vang dikelola oleh daerah dengan unsur perangkat
daerah terkait;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan atasan sesua! dengan
lingkup tugasnya.

Pasal 22

Bagian Administrasi Pembangunan, membawzhi-

& 3Sub Bagian Program:;

b. Sub Bagian Pengendalian;

€. Sub Bagian Administrasi Pernbangunan.

Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai

tugas sebagai berikur ;

a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainmrya  yang
berhubungan dengan penyusunan mogram untuk manambah wawasan,
pengetahuan dan kemampuan;

b. Mengkoordinasikan ...
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Mengkoordinasikan, menghimpun program dan kegiatan dari masing-masing
bagian pada Sekretariat Daerah, merencanakan program kegiatan pertahun
berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan
kegiatan;

Melaksanakan penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA dan Lakip
Sekretariat Daerah,;

Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah daia dan informas! yang
berhubungan dengan bidang penyusunan program pada Sekretariat Daerah;
Memberikan saran pertimbangan kepada atasan ientang langkah-langkah
atau tindakan vang perlu diambil bak secara tertulis maupun lisan sebagai
alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;

Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan vang berhubungan
dehigan bidang program pembangunan daerah dan menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah;

Mengonsep naskah dinas sesual bidang tugas pokok Sub Bidang Program
berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang
dibutuhkan:

Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan laporan serta
melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program dan pelaksanaan
pembangunan daerah;

Melakukan koordinasi dalam rangka merumuskan kebijakan teknis
penvelenggaran pembangunan dan memfasilitasi penyusunan program kerja
pembangunan daecrah vang dibiavai oleh APBD.APBD Propinsi, Bantuan
Keuangan can APBN;

Melakukan peninjauan terhadap wusulan pembangunan, memverifi kast
terhadap kesesuaian dengan SPM dan kebutuhan masyarakat;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas darn fungsinya.

(3] Sub Bagian Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian vang
mempunyai tugas sebagai berikut:

()

a

b.
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f.

Mencari dan  mempelajari peraturan  dan perundang-undangan,
kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan lainnya
yang berhubungan dengan pengendzlian Pelaksanaan pembangunan;
Menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan
bidang pengendalian pembangunan daerakh;

Melaksanakan koordinasi terhadap penyelenggaraan kebijakan di
bidang pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan;

Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi
penyelenggarasn kebijakan pembangunan;

Melakukan koordinasi dengan unit kerja/mstansi terkait sesua! dengan
bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
Melaksanakan rugas-tugas hin vang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinva.

Sub Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepals Sub
Bagian yang mempunvai tugas sebagai berikut :

a.

b.

E R

Merencanakan dan menyusiun serta pelaksanaan kebijakan dibidang
administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kebijakan di bidang administrasi
pelaksanaan dan kebijpkan pembangunan;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan di bidang
administrasi pelaksandan dan kebijakan pembangunan;

Memfasilitasi pelaksanaan  Pemyelengaraan Kebiplan  Adminitraai
Pembangunan;

e, Melaporkan ...




(1)

()

(G)
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€ Melaporkan pelaksanaan tugas bagian Administrasi Pembangunan kepada
atasan secara lisan maupun tertulis;

. Melaksanakan tugas-tugas kin yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya.

Paragraf Keempat
Bagian Pengadaan Barang/Jass

Pasg] 23

Bagian Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Bagian

mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa yang

menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Daersh

Kabupaten Indragidi Hulu:

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayar (1}, Bagian

Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.  Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa:

b Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik;

¢ Pembinaan Sumber Daya Manusia dan konsultasi;

d  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan
dengan tugas dan funpsi.

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas sebagai berikut

&  Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di Bagian Pengadaan
Barang/Jasa;

B Merumuskan dan menetapkan kehijakan teknis di Bagian Pengadaan
Barang/Jasa;

¢.  Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan layanan pengadaan
secara elckironik (LPSEY;

d.  Menyelenggarakan Peéngembangan dan pembinaan sumber daya manusia

terkait pengadaan barang/jasa;

Melaksanakan fasilitasi dan konsuitasi terkait pengadaan barang/ jasa;

Meclaksanakan tugas lain yang diberikan pilDpinan sesuai dengan bidang

tugasnya.

i

Pusai 24

Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:

a. Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa;

D. Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

¢.  Sub Bagian Pembimaan sumber daya manusia dan konsultasi

Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang mempurnyai tugas sebagai berikut:

8. Menyusun perencanasn program kerja di sub bagan pengadaan
barang/jasa;

b. Menyusun program kerja dan anggaran unmk kelompok kere (pokia)
pengadaan barang/jasa;

¢ Mengelola dan mengarsipkan data, dokumen kelompok kerja pengadaan
barang/jasa,;

d Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaperan  pelaksanasan  kegiatan
kelompok kerja pengadsan barang/ jasa;

e. Melaksanakan koordinasi terkait penyelesaian  sanggah, penanganan
pengaduan dalam proses kelompok kerja pengadaan barang/iasa;

f Inventarisasi .
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Menginventarisasi paket pengadaan barang/jasa;

Menyusun strategi kelompok kerja pengadaan barang/jasa;

Menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan kelompok kerja beserta
dokumen pendukung lainnya dan informasi yvang dibutuhkan;

Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa

pemerintah;

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kelompok kerja delam pemilihan
penyedia barang/jasa pemerintah;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang

Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas sebagai berilcut:

£

b.

B

o

R e

-

Menyusun perencanaan program kerja dan petunjuk teknis di sub bagian
layanan pengadaan secara elektronik:

Melaksanakan pengelolaan seluruh sistermn informasi pengadaan barang/jasa
(termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan
Melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara
elektronik:

Memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem
informasi pengadaan barang/jasa;

Mengidentifi kasi kebutuhan pefngembangan sistem informasi;
Mengembangkan sistern informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;

Menyediakan pelayanan pelatihan sistem pengadaan secara elektronik;

Melaksanakan pelavanan informasi pengadaan barang/Jasa pemerintah
kepada masyarakat luas;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan pPimpinan sesaai dengan bidang
ugasnyea.

Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Konsultasi dipimpin oleh
scorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut:

2.

b.

I @Eeppn

Menyusun perencanaan program kerja di sub bagian pembinaan sumber
daya mamisia dan konsultasi:

Melaksanakan pembinaan bagi para pelaku  pengadaan barang/jasa
pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personil
UKPB.J;

Mengelola manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;

Mengelola dan mengukur tingkat kematangan UKPR.J:

Melaksanakan analisis beban kerja UKPB.J;

Melaksanalkan pengelolaan personil UKPB.J;

Memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara
clektronik;

Mengelola dan mengukur kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
Memberikan bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi proses
pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan kabupateri/kota dan
desa;

Memberikan bimbingan teknis, pendampingan danfatau  konsultasi
penggunaan scturh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah,
antara lain SIRUP, SPSE, E-Katalog, SIKAP:

Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan
dan perlengkapan pada Bagian Pengadaan Barang/.Jasa;

Melaksanakan tuges lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang
hugasnys.

Bagian Ketiga ...
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Bagian Ketiga
Aslaten Administragsi Umpm

Pasal 25

Asisten Administrasi Umum mempunyal tugas merumuskan kebijaksanaan,

mengkoordinasikan, membina dan mengendglikan pelaksanaan Administrasi

Keprotokolan, Administrasi Umum, Administrasi Organisasi dan Administrasi

Hulum;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten

Administrasi Umum mempunyai fengsi:

& Perumusan penyusunan program dan  petunjuk  teknis bidang
keprotokolan, urusan umum, pertanahan dan organisasi:

b Pengkoordinasian penyusunan program bidang administrasi umm;

¢ Pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
bidang administrasi umum:

d. Pembinaan dan pengendalian bidang administrasi umam:;

£ Penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

(3) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas sebagai berikue:

a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Bidang Administrasi
Umum untik menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas;

b.  Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

¢.  Mengkoordinasikan perumusan rancangan kebijakan bidang
keprotokolan, unsan umum, periznahan dan organisasi;

d.  Mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang

keprotokolan, wurusan umum, pertanahan dan organisasi;

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang administrasi urnum;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran/pertimbangan

kepada pimpinan untuk bahan penentuan kebijakan;

g Melaksanakan tugas-tugas lamn yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

b O

Paaal 26
Asisten Administrasi Umum, membawahi:
Bagan Organisasi:
Bagian Hukum:

o op
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{2

Bagian Umum;
Bagian Protokoler,

Paragraf Pertama
Bagian Organisasi

Paszal 27

Bagian Organisasi dipimpin oleh scorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas
memfasilitasi dan mengkoordinasikan serta meruimuskan bahan Pembinaan
bidang kelembagaan, tatalaksana dan pelayanan publik, analisis jabatan dan
peningkatan kinerja,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Organisasi mempunyai fungsi:

a Fasilitasi ...
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Fasilitasi dan pengkoordinasian serta perumusan bahan pembinaan bidang
kelembagaan, tatalaksana dan pelayanan publik, analisis jabatan dan
peningkatan kinerja;

Perumusan bahan Pembinaan  bidang kelembagaan, tatalaksana dan
pelayanan publik, analisis jabatan dan peningkatan kinerja;

Peniyusunan kebjjakan teknis Bagian Organisasi;

Penyelenggaraan program kerja Bagian Organisasi;

Pembinaan, pengkoordinasian, peagendalian, mengawasi tugas Kepala
Subbagian:

Penyelenggaraan evghiasi tugas Kepala Subbagian:

Penyiapan bahan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan pedornan
dan petunjuk teknis serta bahan-bahan in yang berhubungan dengan
bidang organisasi;

Penyiapan bahan/data serts informasi yang berhubungan dengan bidang
organisasi;

Penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis
di bidang organisasi yang meliputi tata kerja, sistem kerja, prosedur dan

bidang organisasi:

Penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai
dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
Penyiapan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis tentang pembinaan
dan penataan kelembagaan perangkat Daerah;

m. Penyiapan bahan Rancangan Perda tentang  penyempuimnaan,

1.

0.

P

pengembangan. pembentukan dan penghapusan satuan organisasi
Perangkat Daerah;

Penyiapan bahan dalam rarngka evaluasi susunan organisasi dan Tata kerja
Perangkat Daerah;

Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
pendayagunaan aparatur negara;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan bak secars tertulis
maupun lisan sesual dengan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.

(3) Kepala Bagian Organisasi Mempunyai tugas sebagai berikut:

=3
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Mengkcordinasikan, membina dap mengarahkan  pelaksanaan  tugas
bawahan di Lingkungan Bagian;

Memfasilitasi dan mengkoordinasikan bidang kelembagaan, tatalaksana dan
pelayanan publik, analisa jabatan dan peningkatan ldnerja;

Menyusun kebijakan teknis Bagian Organisasi;

Menyelenggarakan program kerja Bagian Organisasi;

Menyiapkan bahan peraniran perundang-undangan, kehj Jjeksanaan
pedoman dan petunjuk tekmis serta bahan-bahan lain yang berhubungan
dengan bidang organisasi dan Tata Laksana;

Menyiapkan bahan/data serta informasi yang berhubungan dengan bidang
organisasi dan Tata laksana:

Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petun juk
teknis di bidang Orgenisasi dan Tata Laksana yang meliputi Tata kerja,
Sistem kerja, prosedur dan metode kerja;

Menyiapkan bahan Petunjuk pemecahan masalah yang berhubungan
dengan bidang Organisasi dan Tata Laksana;

L Menyiapkan ,,,
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Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerga/instansi terkait sesuai
dengan bidang tugasnya dalam rargka kelancaran pelaksanaan tugas;
Menyiapken bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis tentang
pembinaan dan penataan kelembagaan perangkat Daerah;

Menyiapkan  bahan Rancangan Perda tentang  penyempurnaan,
pengembangan. pembentukan dan penghapusan satuan organisasi
perangkat Daerah;

Menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi susunan Organisasi dan Tata
kerja Perangkat Daerah;

Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
pendayagunaan aparatur Negars;

Melaksanakan tugas lain vang diberikan ocleh pimpinan baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

Pasal 28

Bagian Organizasi membawahi:

a.
b.
C

Sub Bagian Kelembagaan;
Sub Bagian Tata Laksana;

Sub Bagian Analisa Jabatan;

Sub Bagian Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
mempunyal tugas sebagai berikut:

a

Menviapkan bahan [fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang
Kelermbagaan, Kepegawaian, Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja [ABK),
evaluasi jabatan SKM,;

Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta Informasi
yang berhubungan dengan bidang kelembagaan;

Menyiapkan bahan penyusunan kebij aan pedoman dan petunjuk
teknis di bidang kelembagaan;

Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yarg berhubungan dengan
bidang kelembagaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

Melakukan keoordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan
bideng tugasnya dalam rangksa kelancaran pelaksanaan tugas,

Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan
kelembagaan Wilayah/daerah;

Meneliti dan menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang
penyempurnaan, Pengembangan, pembentukan dan penghapusan satuan
organisasi w:layah/dacrah;

Menyiapkan bahan pengesahan Peraturan Daerah dibidang kelembagaan
dan ketatalaksanaan;

Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan dan
pendtaaan organisasi d lingkungan wilayah/daerah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Mclaksanakan monitoring, evaluasl, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistern penilaian yang tersedia
scbagai cerminan penampilan kerja;

Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

Menyampaikan saran dan pertinbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;, dan

m Melaksanakan ...




m. Melaksanakan tugss lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

[3) Sub Bagian Tata Laksana dipimpin oleh secarang Kepala Sub  Bagian  yang
mempunyai tuges sebagai benkut :
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Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang
tatalaksana;

Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi
yang berhubungan dengan bidang ketatalaksanaan;

Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk
teknis di bidang ketatalaksanaan;

Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
bidang ketatalaksanaan dan menyispkan baban petunjuk pemecahan
masalah:

Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan petunjuk dan
pedomean kerja dan bahan-bahan lainnya &1 bidang tata kerja, prosedur
kerja, sistem kerja dan metode kerja;

Mencari, mengumpulkan, mengolah data dan  informasi  tentang
pengembangan prosedur dan tata kerja;

Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang
pembukuan prosedur dan sistem kerja;

Mencari, mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan
standarisasi perlengkapan vang meliputi rumah dinas, kendaraan dinas dan
peralatan kantor, sarana kerja, tata ruang, formulir, pembiayaan,
penyederhanaan kerja, efisiensi dan epektifitas kerja, pengukuran kerja dan
lain-lain;

Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksangan
pendayagunaan aparatur (khususnya pelaksanasn delapan program pemacu
PAN) di ngkungan Pemerintah Dacrah;

Mengumpulkan, menyusun dan menganalisa administrasi pengawasan
melekat;

Mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan pengawasan melekat;
Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bewahan secara berkala melalsi sistemn penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampilan kerja;

Membuat leporan pelaksanaan tugas kepada atasan scbapgai dasar
pengambilan kebijakan;

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan
Melaksanakan tugas lan yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsi nya.

(4) Sub Bagian Analisa Jabatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
mempunyai tugss sebagai berikut :

a.
b
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Mengumpulkan dan mengolah sata menganalisa data jabatan;

Mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas analisis jabatan kepada parma
analisis jabatan;

Mempelajari dan mengembangkan jenis kebijaksanaan mengenai
penganalisaan jabatan;

Memantau dan mengatur pelaksanaan kegiatan analisis jabatan;

Menyusun metode dan teknis analisis jabatan berdasarkan informasi
jabatann yang harss diperoleh dan sumber data yang tersedia untuk
menyelenggarakan analisis jabatan;

{. Menyusun ...
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Menyusun analisis jabatan dengan menggunakan buku-buku referensi
untuk pedoman penyelenggaraan analisis jabatan;

Merancang formulir berdasarkan metode dan teknis analisis guna
penyelengzaraan analisa jabatan;

Menyusun konsep makalah, pidaww dan surat yang berkaitan dengan
analisis jabatan untuk pimpinan;

Mengumpulkan bahan pembinaan dan membuat petunjuk teknis
penyusunan formasi jabatan;

Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilaj prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melals sistern penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampilan kerja;

Menyusun program pembinaan dan petunjuk penyusunan formasi jabatan;
Mengolah bahan dan data penyusunan formasi jabatan;

Melakukan kerjasama dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah dalam rangka pemecahan masalah penyusunan formasi
jabatan;

Menyiapkan petunjuk teknis penyusunan formasi jabatan;

Menyiapkan bahan penyusunan pengembangan formasi jabatan, bhak
méngenai penyusunan jumlah msupun kualitas jabatan;

Menyiapkan bahan penyusunan analisa Beban kerja;

Menyusun konsep rekomendasi terhadap persyaratan dalam jabatan;
Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya,

Parugraf Kedua
Bagian Hukum

Passal 29

Bagian Hukum dipimpin oleh secrang Kepala Bagian yang mempunyai Tlgas
pengkoordinasian, fasilitasi Procuk Hukum Daecrah, Dokumeniasi dan [Informasi
Hukum serta Pemberian Bantuan hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia;
Untuk melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud pada avat (1), Kepala
Bagan Hukum mempunyai fungsi:

a.

b

C
d.

Penyiapan Salinan sesuai dengan aslinya untuk Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati dan Keputusan Bupalj;

Penyiapan bahan pertimbangan bantuan hukum dan kerjasama atas
permasalahan hulum yang timbul dalam melaksanakan tugas;

Penviapan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan

Penyiapan bahan publikasi dan dokumentasi praduk hukum dan kerjasamas,
Penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Tt.l.gas Kepala Bagian Hukum adalah sebagai berikut :
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Mengkoordinasi kan, membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas
bawahan di Lingkungan Bagian;

Memfagilitasi dan mengkoordinasikan bidang peraturan perundang-
undangan, bantuan hukum dan kerjasama, sarta dokumentasi hukum,;
Merumnuskan grogram dan kegiatan;

Menandatangani konsep naskah dinas dari perangkat daerah;

Melakukan paraf koordinasi Ranrangan Produk Hukum Daerah, antara lain:
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
Menyelenggarakan harmonisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
Mengkoordinasikan penyusunan produk hukum daerah meliputi Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

h Menghimpun ...
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Menghimpun persoalan dan melakukan telaahan serta evaluasi terhadap
inventarisasi kasus;

Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) di Bagian Hukum
dan HAM;

Membina dan mendistribusikan melaksanakan tuges kepada bawsahan;
Menilai prestasi kerja bawahan sebagei bahan pertimmbangan dalam
pengembangan karir;

Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan;
Menilai hasi] pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan Sub Bagian,
Mengevaluasi kegiatan Bagian Hukum sebagai pertanggung jawab kepada
pimpinan;

Memberikan saran dan pertimbangan tekmis kepada atasan;

Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas danjfatau kegiatan kepada
atasan;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibertkan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Bagian Hukum membawaht

a
b
C.

Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
Sub Bagian Deokumentasi Hukum;

Bub Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama;

Subr Bagian Peraturan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut :

a,

A
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Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan,
kebijaksanpan teknis, pedoman dan petunjuk tekmis serta bahan-bahan
lainnva yang berhubungan dengan Peraturan Perundang-undangan;
Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis dibidang produk hmkum daerah;
Melakukan harmonisasi Racangan Produk Hukum Daerah yang terdiri dari
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Mempelajari pedoman di Bidang Produk Hukum Daerah dan Peraturan
Perundang.Undangan yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah;
Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan;

Menyiapkan hasil fasilitasi produk hukurm;

Memperbaiki hasil fasilitasi, evaluasi produk hukum;

Mezlakukan penelaahan Produk Hukum;

Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
dan Keputusan Bupati;

Membagi tugas kepada bawahan agar bawahan mengetahui tugas dan
tanggungiawab masing-masing;

Memberi petunjuk kepada beawahan dengan cara tertulis atau secara lisan
agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;

Menilai hasgil pelaksanaan tugss bawahan sesuai dengan Sub Bagian;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan coleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Dokumentasi Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

.

yang mempunyai tugas sebagai berikut :

Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis Peraturan Perundang-Undangan
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk tekmnis serta bahan-bahan lainnya
yang berhubungan dengan Dokumentasi Hukurn;

b Melakukan ...
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Melalikan penyimpanan Dokumentasi Produk Hukum Daerah;

Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan  sistern
Jjaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum:

Menyiapkan produk hikum daerah untuk dipublikasikan:;

Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan;

Membagi tugas kepada bawshan agar bawahan mengetahui tugas dan
tanggungjawab roasing-masing;

Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan
agar bawahen mengerti dan memahami pekerjaannya;

Menilai hasil pelaiksanaan tugas bawahan sesuai dengan Sub Bagian;
Melaksanakan tugastugas lain vang diberikan gleh pitnpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Sub Begian Bantuan Hukum dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang mempunyai Wraian tugas sebagai berikur:

d,
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Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis Peraturan Perundang- Undangan
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya
yang berhubungan dengan Bidang Bamtuan Hukum dan Kerjasama;
Melakukan koordinasi dengan unit kerja/intansi terkait sesual dengan
bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
Mengumpulkan, mengolah, menyusun dan menyajkan data yang
berhubungan dengan penyelesaian perkara perdata dan Tata Usaha Negarg;
Menyiapkan bahan konsultasi dengan intansi lain  dalam rangks
penyelesaian perkara perdata dan Tata Usaha Negara;

Mempelajari dan memfasilitasi perkara perdata dan Tata Usaha Negara yang
dittjukan kepada Pemerintah Daerah yang tersangkut perkara dalam
kedinasan;

Menyiapkan Pertimbangan dan Pendampingan hukum didalam dan diluar
pengadilan kepada pegawai & Linglungan Pemerintah  Daerah yarg
tersangkut perkara kedinasan;

Menyiapkan konsep Surat Kuasa untuk mewakili Pemnerintah Daerah atau
pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan perkara
Perdata dan Tata Usaha Negara:

Mengikuti perkembangan permasalahan Hukum yang menyangkut tugas
Pemerintah Daerah;

Mengumpulkan, mengolah dan menyusun data Ranham;

Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis;

Membagi tugas kepada bawahan agar bawahan mengetahui tugas dan
tanggungiawab masing-masing;

Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulie atau secara lisan
agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;

Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sestai dengan Sub Bagian;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Ketiga
Bagian Umnm

Pasal 31

(1) Bagian Umum dipimpin olkh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas
melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian Sekretariat
Daerah, urusan rumah tangga, serta pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah;

(2) Untuk ..,




(2} Unt

uk: melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I). Bagian

Umum mempunyai fungsi:

&,
b
5

Penyusunan kebijakan teknis;
Penyelenggaraan Program Bagian;
Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas Kepala Sub

Bagian;

d
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Pelaksanaan program kerja Bagmn Umim;

Penyelenggaraan evaluasi tugas Kepala Sub Bagian;

Penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan linglup tugasnys.
ala Bagian Umum mempunyai tugas sebagai berikut :

Mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas
bawahan di Lingkungan Bagian;

Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi persuratan serta
ketatausahaan;

Melaksanakan urusan rumah tangga pimpinan dan Sekretariat Daerah:
Menyelenggarakan program kerja ketatausahzan dan kearsipan sekretariat
dacrahy

Menyelengarakan  pengadaan perlengkapan  kantor, penyimpanan,
pendistribusian, inventarisasi, perawatan, serta mengurus pengangkutan
dan perjalanan dinas serta urusan keamanan dalam lingloungan Sekretariat
Daerah;

Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian Sekretarias Daerah;
Menyelenggarskan urusan di bidang keuangan Sekretariat Daerah;
Mengevaluasi tugas Bagian Umum berdasarkan informasi, data, laporan
yang diterima untuk bahan penyempurmaan lebih lan Jut;

Melaporkan pelaksanaan tugas Bagian Umum kepada atasan secara lisan
maupun terhalis;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh plmpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Paaal 32

(1) Bagian Umum, membawahi-

a.

b,
&

Sub Bagian Umum;
Sub Bagian Keuangan:
Sub Bagian Rumah Tangga.

(2) Sub Bagian Umum dipimpin oieh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai
tugas sebagai berikut :
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Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi
yang berhubungan dengan Bidang Ketatausahaan Sekretariat Dacrah;
Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk
teknis df ketatausahaan Sekretariat Daerah;

Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang
ketatausahaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
Menerima, mencatat dan menyampaikan naskah dinas kepada pimpinan;
Menerima, naskah dinas dari pimpinan, mencatat dan menyampaikan
kepada unit yang ditun juk;

Menyimpann dan memelihara catatan-catatan arsip, buku-bukuy,
dokumentasi yang menjadi tanggung jawab pimpinag;

Memberi pelayanan keperiuan ruang PLMpinan serta menyiapkan bahan dan
data yang diperlukan oleh pimpinan;

h Member ...
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Memberi pelayanan serta meNgatur para tamu yvang akan menghadap
pimpinan;

Melaksanakan  pengelolaan Ppemeliharaan,  kebersihan, ketertiban,
kenyamanan den keserasian Tuang pimpinan:

Melaksanakan pengelolaan administrasi bantuan keuangan untuk pelatihan,
bimbingan teknis, dan kursus-kursus begi pegawai niegeri sipil;
Menyelengegarakan dan mengelola administrasi kepegawaian Aparatur Sipil
Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah;

Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestas: kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalii sistern penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampilan kerja;

Membuat laporan pelaksanaan Tugas Lkepada atasan scbagai dasar
Pengambilan kebijakan:

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
Melaksanakan tugss hin yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya,

(3) Sub Bagian Rumah Tangga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
mempunyai  rincian tugas sebagai berikut -

a.

b.

C

o

o - Fh

=2

Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informast
yang berhubungan dengan Bidang Rumah Tangga;

Menyiapkan bahan penvusunan kebi jaksanaan, pedoman dan petun juk
teknis di Bidang Rumah Tangga:

Mencari, mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan
standarisasi rumah tangga ¥ang meliputi rumah dinas, kendaraan dinas dan
peralatan kantor, sarana kerja, taia ruang, formulir, pembiayaan, dan lain-
lain;

Menginventarisasi pPemasalahan-permasalahan yang berbubungan dengan
rumah tangga dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
Mengumpulkan, mensistemasikan dan memelihara barang inventaris d
lingkungan Sekretariat Daerah;

Mengurus keperluan rumah tangga kantor dan rumah tangga pimpinan;
Mengurus pemeliharaan barang-barang untuk keperluan sekretariat
kabupaten/daerah dan rumsh tangga;

Menyiapkan ruangan akomodasi untuk rapat ‘upacars, pertemuan-
pertemuan fainnya termasuk penerimaan tamu-tamu negara/daerah;
Mengatur dan memelihara halaman kantor Sekretariat Daerah;

Melakukan pelayanan dan pemeliharaan sound system untuk keperluan
dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Daerah;

Melakukan perbaikan-perbaikan alatalat perlengkapan  kantor di
lingkungan Sekretariat Daerah;

Menampung dan mengajukan DRKBU barang-barang inventaris dari unit
kerja dalam Lingkungan Sekretariat Daerak;

Menyelenggarakan dan mengurus tempat parkir dan pemeliharaan (pool)
kendaraan di lingkungan Sekretariat Daerah:

Melakukan pembinaan teknis terhadap para pengemudi kendaraan dinas di
Lingkungan Sekretariat Daerah:

Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menjlaj prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkalas melalui sistem penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampilan kevja;

Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijalkan:

9 Menyampaikan ..,




Q¢ Menyampaikan saran dan Pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

r. Melaksanakan tugas hin yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(4) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang

(1)

mempunyai tugas sebagai berilayg

a. Menyusur rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan sehagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan sesyai dengan bidangnya;

¢. Member] petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas agar terjalin
kerjasama yang bailg

d Menyeleksi pelaksanaan tugas bawahan agar bhast] yang dicapai sesuai
dengan sasaran yang telah ditetapkan;

€ Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan
pengembangan karir;

f Mengumpulkan dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan di Bidang
Kevangan;
Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja  sesuai dengan
rencana dan program kerja sebagai bahan masukan atasan;
Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran,
pertanggung jewaban keuangan;

i Mengevaluasi pelaksanaan penggunaan anggaran d lingkungan Sekretariat
Daerah;

J. Melaksanakan pembinaan dan pefgawasan bendahara dan bendahara
pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaky;

k Membina din evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja disetiap bagian lingkup Sekretariat Daerah;

L Menyelengarakan tata usaha keuangan lingkup Sekretariai Daerah dan

bertindak sebagai pejabat Penatausahaan Keuangan Seckretariat Daerzh

(PPK SKPD);

Melaksanakan fungsi verifikasi pengelolaan keuangan;

Menyusun Laporan Keuangan semesteran;

Menyusun Laporan Keuangan akhir tahun;

Melaksanakan pengawasan, evaluasi dalam pengelolaan keuangan;

Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan

tugas bawahan secara berkala melalui sistam penilaian vang tersedia

scbagai cerminan penampilan kerja;

Membuat laporan pelaksanaan Dgas kepada atasan sebagai dasar

Pengambilan kebijpkan:

S Menyampaikan saren dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

t Melaksanakan tugas kin yang diberikan atasan sesuai dengan gas dan
fungsinya.

fePOPY

b

Paragraf Ketiga
Bagian. Protokoler

Pasal 33

Bagian Protokoler dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas

pokok: melaksanakan penyusunan program dan urusan yang berkaitan dengan
administrasi Keprotokolan berupa pengkondisian setiap ecara, mengatur
pelayanan umum, tata upacara, tata letak, akomodasi sertas men Jadi
penghubrung Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Luar Negeri;

(2) Untuk ...




(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bagian Protokoler mempunyai fungsi:

a.
b
C

d.

e,
f

Penyusunan kebijakan teknis:

Penyelenggaraan Program Bagian;

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi
nigas Kepala Sub Bagian:

Fasilitasi pelaksanaan program kerja Bagian Protokel:

Penyelenggaraan evaluasi fugas kepada Sub Bagian;

Penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingicup tugasnya.

(3) .I&epala Bagian Protokoler mempunyai ‘tugas sebagai berikut:

&l

.
.

3]

Mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas
bawahan d Lingkungan Bagian;

Menyusun rencana kegiatan Bagian Protokoler:

Menyusun pelaksanaan dan pembuatan laporan program di sub bagian
acara, tamu dan hubungan antar lembaga, tata usaha kepala daerah, serta
komunikasi dan dokumentasi Kepala Daerah:

Mengelola kegiatan keprotokolan pemerintaly daergh;

Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan infiarmasi, dekumentasi,
naskah sambutan dan pidato Kepala, Daerah;

Melaksanakan pengendaiian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan

petunjuk operasional keprotokolan;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan  kegiatan Bagian
Protokeler;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas
dan fungsinya;

Pasal 34

(1) Bagian Protokoler, membawahi:

.
b,
ol

Sub Bagian Acara dan Tarmy
Sub Bagian Tata Usaha Kepala Daerah;
Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Kepala Daerah;

(2} Sub Bagian Acara dan Tamm dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
mempunyai tugas sebagai berikoat :

a.
b

c.

Menyusun rencana kegiatan Sub Bagtan Arara dan Tamu;

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan  koordinasi dibidang
penyelenggaraan acara keprotokolan dan pelayanan keprotokolan tarmu;
Menyusun kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan acara keprotokolan
dan pelayanan keprotokolan tamu;

Menyiapkan bahen pelaksanaan kegiatan dibidang penyelenggaraan acara
keprotokolan dan pelayanan keprotokolan tamu:

Menyusun rencana operasional penyelenggaraan acara keprotokolan dan
Pelayanan keprotokolan tamu;

Menyusun rencana kinerja dan penclapan kinerja penyelenggarasn acara,
keprotokolan dan pelayanan keprotokolan tamms;

Melaksanakan penataan administras; penyelenggaraan acara yang
dilakukan dan atau yang diikuti oleh pemerintah daerah sesuai dengan
aturan keprotokolan dan melaksanakan pengaturan penerimaan tamuy-
tarmy, baik tamm daerah, tarmm negara Maupun tam perwakilan negara-
negara sahabat;

h. Melaksanakan ..
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Q.

Melaksanakan persiapan pengaturan penyelenggaragn upacara-upacara
pelantikan, rapat-rapat, resepst dan pertemuan dinas lainnya serta
menyiapkan kendaraan untuk tamu vang melakukan pelayanan protokoler;
Melakukan koordinasi dalam pengaturan akomodasi, pengamanan acara
dan taru negara, daerah dan perwakilan Negara sahabat dengan
berkoordinasi kepada satuan kerja perangkat kerja atau instansi terkait;
Melaksanakan  monitoring dan  evaluasi pelaksanaan  kebijakan
penyelenggaraan acara keprotokolan dan pelayanan keprotokolan tamu;
Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman, dan petunpk operasonal koordinasi penyelenggarasn  acars
keprotokotan dan pelayanan keprotokolan tamu,

Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan meniai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melahii sistem penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampiian kerja;

Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan secbagzi dasar
pengambilan kebijakan;

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik Lsan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
Melaksanakan tugas lain yamng diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3] Sub Bagian Tata Usaha Kepala Daerah dipimpin cleh searang Kepala Sub
Bagian vang mempunyai tigas sebagai berikut ;

(4)

&.

b

B
d

oo

k

L

Menyusun rencans kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di Sub Bagian Tata
Usaha Pimpmnan;

Menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan;
Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha
Pimpinan;

Menyusun rencana operasionai Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
Melaksanakan tugas-tugas administrasi yang berkaitan dengan Tata Usaha
Pimpinan;

Melaksanakan meonitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Sub Bagian
Tata Usaha Pimpinan;

Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma. standar,
pedoman, dan petunjuk operasional koordinasi di Sub Bagian Tata Usaha
Pimpinan;

Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
schagai cerminan penampilan kerja;

Membuat Ilaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan,

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
Melaksanakan tugas lin yang diberikan atasan sesual dengan tuges dan
fungsinya.

Sub Bagiar Komunikasi dan Dokumentasi Kepala Daerah dipimpin cleh seorang
Kepala Sub  Bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut :

a,
i,

L

Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Hubungan Antar Lemnbaga;
Menyiapkan bahan perumusan kehijakan dan koordinasi di Sub Bagian
Hubungan Antar Lembaga;

Menyusun kebijakan teknis bidang penyelenggaraan hubungan antar
lembaga;

d. Menyiapkan ...




Menviapkan bahan pelaksanaan kegiatan dibidang penyclenggaraan
hubungan antar lembaga;

Menyusun rencana operasional bidang penyelenggaraan hubungan antar
lembaga;

Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang penyelenggaraan
hubungan antar lembaga;

Melaksanakan pengaturan agenda pertemuan, resepsi, pelantikan,
penyambutan dan pelayanan tamu-tamu baik didalam maupun luar negeri
sesual dengan aturan keprotokolan;

Menyiapkan bahan dan penyusunan agenda kegiatan baik tentatif maupun
defzanitif sesuai kesepakatan dengan daerah kabupaten/kota, provinsi, pusat
maupun mancanegara,

Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota maupun
perwakilan pemerintah kabupaten indragiri hulu yang ada baik di tingkat
provinsi, pusat maupun mancanegara dalam menyukseskan setiap kegiatan
yang berkaitan dengan bidang keprotokolan;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang
penyelenggaraan hubungan dalam dan kar negeri;

Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman, dan petunjuk operasional koordinasi di bidang penyclenggaraan
hubungan dalam dan luar negeri;

Melaksanakan monitering, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalni sistems penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampilan kerja;

. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya

BABV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS STAF AHLI BUPATI

Bagian Kesatu
Hedudukan

Pasal 35

Staf Ahli merupakan unsur staf yang membantu Bupati, berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati yang secara administrasi dikoordinasikan
oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tuges dan Fungsi

Pasal 36

{1} Staf Abli Bupati mempunyai tugas melakukan telaahan/ kajian terhadap isu-isu
aktial dan berbagai sumber dan memberikan masukan kepada Bupati sesuai
dengan Bidang tugasnya di luar tugas dan fungsi SKPD.

(2j Staf Ahli Bupati mempunyai fungsi sebagai berikut :

a Pembenan ...




a Pemberian pertimbangan kepada Bupati melatui penalaran konsepsional
suatu masalah sesuai bidang tugasnya;
b. Penghimpunan dan menelaah data dan Informasi dan SKPD sesuai bidang
tugasnys;
¢ Pengusulan program/ kegiatan melalui Bagimn Umum Sekretariat Daerzh
Kabupaten dragiri Hulu;
d  Pelaksanaan tugas atas permintaan Bupati dalam hal :
1. Menghadiri rapatrapat yang dipimpin oleh Bupati atau Sekretaris
Daerah dan/atau atas nama Bupati sesuaj bidang tugasnya;
2. Memimpin rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Mewakili dan bertindak atas nama Bupati dalarn kegiatan dan/atay
acara;
4. Mendampingi Bupati dalam rapat-rapat, EKunjungan Kerja dan
penerimaan tamu sesuei dengan bidang tugasnya:
5. Mengikuti rapatrapat koordinasi den konsultasi lingkup Staf Ahli dalam
linglkup pasional, regional dan workshop;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.

Bagian Hetiga
Tata Kerja

Pasal 37

(1) Tata Kerja Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai
berikut :
& menerapkan  prinsip-prinsip  koordinasi, integrasi, konsultasi dan
sinkronisasi:
b bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Peneliian dan
Pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah;
¢ bersama dengan Sekretaris Daerah serta Asisten Sekretaris Daerah dalam
perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragin Hulu;
d.  bersama dengan Kepala PD dalam implementasi kebijakan;
e melakukan koordinasi dan konsultas; melalui Rapat Koordinasi dan Rapat
Kerja dengan Staf Ahli Bupati;
{2) Dalam melaksanakan Tugas Bupati Harian, Staf AhR dikoordinir oleh
Koordinator yang ditetapkan oleh Bupati.
() Dalam melaksanakan tugas, Staf Ahli bertanggung jawsb kepada Bupati dan
secara administratif dikoordinasikan gleh Sekretaris Daerah,

BAEB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

(1) Dengan beriakunya Peraturan Bupati ini maka pejabat yang nomenkistur
jabatannya tidak mengalami perubahan, maka tetap pada jabatannya dan
melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan bupati ini.

(2) Bagi pejabat yang nomenilaqir jabatannys mengalami perubahan tetap pada
jabatannya dan melaksanakan Tugas pokok dan fungsi sebagaimana Peraturan
Bupati sebelumnya sampai  dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan
Peraturan bupati inj,

BAB..




BAE VII
EETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 47
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Keria Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 47) dicabut dan dinyvatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragini Hulu.
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